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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.Pengaturan hukum mengenai model mediasi propartif Ombudsman Republik
Indonesia pada dasarnya belum dirumuskan secara spesifik dan komprehensif
dalam satu kerangka hukum. Namun untuk saat ini pengaturan mediasi
propartif mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman RI dan diturunkan secara teknis melalui Peraturan Ombudsman
No. 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian
Laporan. Selain itu juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaturan mediasi propartif di
Indonesia juga dapat dikaitkan dengan hukum Islam khususnya diatur dalam
QS. Al-Hujurat: 10.

2.Implementasi pelaksanaan model mediasi propartif Ombudsman Republik
Indonesia dalam menangani laporan masyarakat dapat disimpulkan bahwa
secara garis besar pelaksanaan model mediasi oleh Ombudsman Republik
Indonesia telah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa
kelemahan yang membuat model mediasi ini tidak memiliki kepastian hukum
atau sifatnya hanya rekomendasi saja artinya isi dari mediasi boleh dijalankan
atau tidak termasuk regulasi yang mengikat pun juga belum ada (kekosongan
hukum). Hal yang paling melemahkan posisi mediasi propartif adalah belum

adanya regulasi hukum yang secara khusus mengatur perihal mediasi
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propartif hal ini yang menyebabkan pelaksanaannya tidak bersifat kuat dan
cenderung lemah. Oleh sebab itu diperlukan adanya rekonstruksi terhadap
UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik terkait dengan mediasi propartif.
3.Rekonstruksi Aturan Hukum Positif dilakukan melalui perubahan terhadap
UU Nomor 37 Tahun 2008 (yakni Pasal 7, Pasal 8, penambahan Pasal 36A,
dan Pasal 39) serta UU Nomor 25 Tahun 2009 (yakni Pasal 48, penambahan
Pasal 50A, dan Pasal 52). Dalam permasalahan ini, perlu melakukan adopsi
terhadap model mediasi Ombudsman Belanda dan Filipina karena kedua
Ombudsman ini dirasa sangat sesuai jika dilakukan adopsi dengan
penyesuaian karakteristik masyarakat Indonesia. Rekonsepsi model mediasi
ProPartif yang ideal juga menuntut penguatan prinsip-prinsip musyawarah
(syura), perdamaian (islah), dan keadilan (al-‘adl) sebagai landasan dalam
proses penyelesaian pengaduan masyarakat.
B. Saran
1. Pemerintah dan DPR RI
Perlu dilakukan Amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 untuk
memberikan kekuatan eksekutorial yang lebih kuat terhadap Berita Acara
Hasil Mediasi (BAHM). Serta Mengadopsi prinsip Ash-Shulhu yang bersifat
binding (mengikat). Disarankan agar BAHM Ombudsman memiliki status
hukum yang setara dengan Acta Van Dading (Akta Perdamaian) di
pengadilan, sehingga jika terjadi wanprestasi oleh instansi terlapor, eksekusi

dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan secara singkat.
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2.  Ombudsman Republik Indonesia
Melakukan rekonstruksi peran Asisten Ombudsman dari sekadar
fasilitator menjadi "Muhtasib Modern". Dalam hukum Islam, Muhtasib
memiliki  otoritas untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah
kemungkaran secara langsung di lapangan.Ombudsman perlu menyusun
Panduan Etika Mediator yang mengintegrasikan nilai Siddigq (integritas),
Amanah (akuntabilitas), Tabligh (transparansi), dan Fathonah (kecerdasan
solutif) untuk meminimalisir subjektivitas dalam mediasi propartif.
3. Masyarakat dan Akademisi
Mendorong budaya hukum masyarakat untuk mengedepankan jalur
damai melalui mediasi sebelum menempuh jalur litigasi yang
konfrontatif.Menggalakkan edukasi bahwa perdamaian (Ash-Shulhu) adalah
jalan keluar yang paling sesuai dengan martabat manusia (Karama al-Insan).
Akademisi diharapkan melakukan riset lebih lanjut mengenai integrasi
hukum adat lokal dan nilai Islam dalam praktik mediasi di berbagai kantor

perwakilan Ombudsman.



